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PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak
tatanan sosial serta ekonomi di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang melibatkan
aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat
merugikan negara dan masyarakat. Aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi
garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, sering kali justru terlibat dalam
praktik korupsi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil
negara di Indonesia dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam
penanggulangan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini
melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi serta studi kasus dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan
aparatur sipil negara. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi, dan
wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi untuk mencegah
dan memberantas korupsi, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi
banyak kendala. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain
kurangnya integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara, lemahnya sistem
pengawasan internal, serta budaya korupsi yang masih kuat di kalangan birokrasi.
Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan
tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan
korupsi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, Aparatur Sipil Negara
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ABSTRACT

Corruption is a serious problem that hampers development and damages the social
and economic order in Indonesia. Corruption involving state officials is a form of
irregularity that is very detrimental to the state and society. The state apparatus,
which should be at the forefront of eradicating corruption, is often involved in the
practice of corruption itself. This study aims to identify and analyze prevention and
repression of corruption against state apparatus in Indonesia and examine factors
that become obstacles in overcoming corruption. The research method used in this
research is the normative juridical method with a qualitative approach. This
approach involves the analysis of laws and regulations relating to corruption
crimes as well as case studies of several corruption cases involving state apparatus.
Data was collected through literature studies, documentation, and interviews with
legal experts and practitioners. The results show that although the government has
issued many regulations to prevent and eradicate corruption, implementation and
law enforcement still face many obstacles. Some of the inhibiting factors identified
include the lack of integrity and professionalism of the state apparatus, weak
internal control systems, and a strong culture of corruption within the bureaucracy.
In addition, the lack of public participation in monitoring and reporting corruption
is also an obstacle in efforts to tackle corruption.
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